BAB IV
PENUTUP

A. Kesmpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Reformasi Birokras dan

Profesionalisme aparatur Sipil Negara maka dapat dismipulkan sebagai berikut :

A.1. Reformas Birokras

Reformasi Birokrasi di DIY sesungguhnya telah dimulai sgak
Maklumat Nomor 10 Tahun 1946 tentang Perubahan Pangreh Prgja menjadi
Pamong Prgja, sebagai titik awa landasan perubahan filosofis pemerintahan dari
pola penguasa menjadi pelayan, pengayom masyarakat. Upaya reformasi semakin
kuat bergulir sgak diberlakukannya otonomi daerah, ditandai dengan kerjasama
dengan Kemitraan (Partnership) bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia
untuk menyelenggarakan Reformasi Terpadu Pelayanan Publik (Integrated Civil
Service Reform - ICSR). Ada 4 perubahan dalam reformasi birokras di DIY,

sebagai berikut :

A.1.1. Perubahan Cara Berpikir

perubahan cara berpikir diawali dari Peraturan Gubernur Nomr 72
Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Y ogyakarta, yang
berlaku untuk aparatur Pemda DIY dan aparatur Pemerintah Daerah
Kabupaten/K otadi dalamnya. Dari Pergub dimaksud dikenal Budaya Pemerintahan

Satriya
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A.1.2. Penguasa Menjadi Pelayan

Perubahan paradigma pel ayanan publik yang terdapat di DI'Y melalui
beberapa tahapan yakni paradigma old public administration, new public
management, dan new public service. Saat ini paradigma pelayanan publik yang
digunakan di indonesia adalah paradigmaNew Public service. Paradigmaini sesuai
dengan prinsip-prinsip yang tertera pada peraturan gubernur nomor 33 tahun 2012

tentang standar pelayanan publik.

A.1.3. Mangjemen Kinerja

Reformasi mangjemen kinerjadi DIY diawali dengan perubahan organisasi,
perubahan organisasi yang terjadi di DIY adalah dengan adanya pengurangan
jumlah pegjabat struktural DIY yang sebelumnya berjumlah 1.639 orang kemudian
setelah adanyareformasi birokrasi pejabat struktural berkurang menjadi 797 orang,
dan pengurangan pegawai dari 12.000 orang menjadi 7.648 orang. pemerintahan
yang proporsiona adalah pemerintahan yang menjalankan fungsi dan tugas dengan

mengarah kepada kinerja yang efektif dan efisien.
A.1.4. Pemerintahan yang Baik

Reformasi Birokras mulai dicanangkan sgjak PERMENPANRB
mengeluarkan peraturan nomor 20 tahun 2010 tentang Road Map Reormasi
Birokrasi. Road Map adalah acuan pemerintah daerah dalam melakukan perubahan
pada sektor-sektor yang ingin adanya perubahan. dalam Road Map Reformasi
Birokras DIY ada8 (delaan) areaperubahan Reformasi Birokrasi, yaitu organisasi,
tatalaksana, perundang-undangan, sumber daya manusia, pengawasan,
akuntabilitas, pelayanan publik, dan mind set. Dalam 8 area perubahan tersebut

daerah DIY sudah melakukan perbaikan dalam birokrasi.

101



A.2. Profesionalisme

Profesionalisme yang ada di DIY sudah terlihat perubahan sejak sebelum
diberlakukannya peraturan tentang reformasi birokrasi, profesionlisme apatur
negara dalam fungsinya sebagai aparatur negara.upaya pemerintah DIY dalam
pengembanganan aparatur sudah dimulai dengan peningkatan kemampuan atau
kompetensi yang dilakuakan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) maupun non

diklat.

Peningkatan profesionalisme melaui diklat dapat dilakuakn melalui
pengiriman aparatur dalam diklat teknis funsional, pendidikan formal maupun non
formal atau pendidikan lainnya yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan
atau kompetensi teknis maupun perubahan pola pikir, moral, dan perilaku SDM
aparatur. Dengan diberlakuakannya undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang
aparatur sipil negara, dimana mangiemen Sumber Daya Aparatur Negara
merupakan sal ah satu bagian penting dari pengel olaaan pemerintahan negara yang
bertujuan membantu dan mendukung seluruh sumber daya manusia aparatur sipil
negara untuk merealisasikan seluruh potensi mereka sebagal pegawal pemerintah

dan sebagai warga negara.

A.2.1. Inovas

Daam rangka peningkatan kinerja baik berupa mutu layanan maupn
dalam kestabilan pemerintahan penerapan inovasi-inovasi baru perlu dilakukan.

Inovasi yang mulai dikembangkan dilingkungan di DIY berupa:

A.2.1. pengembangan sistem elektronik

Pengembangan sistem elektronik di DIY digunakan sebagai alat untuk

menjaga kestabilan pemerintah yang akan berdampak langsung pada sebuah
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kebijakan, maka dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kebijakan
terutama yang berhubungan dengan kepegawaian seharusnya dilakukan dalam
waktu yang cepat, tepat dan akuntabel. pemerintah provinsi DIY membangun dan
mengembangkan aplikasi berbasis internet yang digunakan dalam proses-proses

mang emen antaralain:

a. SIMPEG (aplikasi penunjang manajemen kepegawaian)

b. e CPNS (aplikasi penunjang seleksi CPNS)

e. e-Presens (aplikasi penunjang mesin presensi)

d. e-Document (aplikasi penunjang dokumen mulai dari pencatatan surat masuk,

penulisan disposisi sampai penyelesaian |ebih lanjut)

A.2.2. Peningkatan Kualitas Layanan Melaui Penerapan 1SO

Daam rangkameningkatkan mutu layanan kepada masyarakat, aparatur maupun
PTT pada tahun 2012, BKD DIY membangun sistem mangemen mutu. Sistem
mangemen mutu yang dibangun berstandar mutu internasiona yakni 1SO 9001
versi 2008. Pembangunan sistem dimaksudkan untuk memberikan pelayanan prima

kepada users, kejelasan prosedur, tata kerja serta dokumentasi arsip.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat di gjukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

B.1. Dalam pendlitian ini tentang pelaksanaan Reformas Birokrasi, diharapkan
pemeruintah DIY lebih serius dalam melakukan Reformasi Birokrasi, agar
pemerintahan DIY menuju Good Governance, sehingga masyarakat tidak
bersikap apatis terhadap Aparatur sipil Negara yang ada di pemerintahan

DIY.
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B.2. Profesionalisme aparatur harus selalu ditekankan kepada seluruh aparatur
pemerintahan DIY, agar terciptanya lingkungan pemerintahan yang
profesional, sehingga akan banyak terciptanya inovasi-inovasi baru yang

akan semakin membuat pemerintah menjadi |ebih baik.
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